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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Pajak adalah suatu kewajiban yang bersifat memaksa dan dipungut 

berdasarkan pada Undang-Undang yang harus dibayarkan oleh warga negara. 

Pajak menjadi sumber dalam pendapatan negara, dimana pajak digunakan untuk 

membiayai berbagai macam pengeluaran publik misalnya dalam pelaksanaan 

pembangunan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dapat dibedakan 

menjadi 2 (dua) yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Jika yang 

mengadministrasikan pajak adalah pemerintah pusat, maka golongan pajak ini 

disebut sebagai pajak pusat. Pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP). Jenis pajak pusat  yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak yaitu Pajak 

Pertambahan Nilai (PPn),Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(www.pajak.go.id). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak pusat 

namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada 

Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, dan mulai 1 Januari 

2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah 

(www.pajak.go.id).  Sebaliknya apabila pemerintah daerah yang melakukan 

pemungutan pajak, maka pajak ini disebut pajak daerah. Kalau pajak daerah 

dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Pendapatan Daerah. Pajak 

daerah berperan penting karena menjadi sumber pendapatan untuk daerah itu 

sendiri dalam melaksanakan pembangunan daerah. 
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Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia pada 1 Januari 2001, 

setiap daerah diharapkan untuk semakin berinovasi dalam mencari sumber 

penerimaan daerah untuk menunjang berbagai pembiayaan pengeluaran daerah 

sehingga tidak terlalu bergantung pada pemberian dana dari pemerintah pusat. 

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mengatur mengenai pajak provinsi 

dan pajak kabupaten/kota  yaitu sebagai berikut : 

1. Jenis pajak provinsi terdiri dari: 

a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)  

b) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)  

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 

d) Pajak Air Permukaan (PAP) 

e) Pajak Rokok. 

  2. Jenis pajak kabupaten kota terdiri dari:  

a) Pajak Hotel  

b) Pajak Restoran  

c) Pajak Hiburan  

d) Pajak Reklame  

e) Pajak Penerangan Jalan  

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  

g) Pajak Parkir  

h) Pajak Air Tanah  

i) Pajak Sarang Burung Walet  

j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran  

k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
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Berdasarkan jenis-jenis pajak yang disebut diatas, salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah adalah dengan mengefektifkan penerapan Pajak 

Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor memberikan pengaruh 

yang cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 

Sulawesi Utara. Realisasi PAD pada awal Februari menyentuh 7,33 persen atau 

Rp. 82.311.118.609 dari target di tahun 2021 sebesar Rp 1.123.649.813.663 

(manadopost.jawapos.com), yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 1.1 

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Awal Februari 2021 

 Pendapatan % 

Realisasi Pendapatan Asli 

Daerah awal Februari 

Rp. 82.311.118.609 7,33 % 

Jenis Pajak : 

Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB) 

 

Rp.38.577.043.250 

 

10 % 

Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor 

(BBNKB) 

Rp. 22.881.832.120 8,31 % 

Pajak Air Permukaan 

(PAP) 

Rp. 20.844.137.239 8,24 % 

Sumber : manado.jawapos.com 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 

memiliki pengaruh yang besar dibandingkan dengan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP). Hal ini karena 
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transportasi telah menjadi kebutuhan bagi masyarakat yang memudahkan dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun pemerintah telah memfasilitasi 

masyarakat dengan menyediakan transportasi umum, namun kebanyakan 

masyarakat lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi karena lebih 

mudah dan lebih efisien. Apalagi  saat ini pembelian kendaraan pribadi semakin 

dimudahkan dengan pembayaran secara kredit dalam pembelian kendaraan 

bermotor. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadikan 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor lebih tinggi dibandingkan dengan 

penerimaan pajak provinsi lainnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Faktor lainnya juga didasarkan pada perkembangan jumlah penduduk 

serta tingkat perekonomian yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 

Sehingga bisa dilihat bahwa jumlah kendaraan bermotor semakin lama semakin 

banyak yang berarti meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi 

Sulawesi Utara untuk memajukan laju pertumbuhan pembangunan Daerah.  

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan 

bermotor, untuk itu dibentuklah 10 (Sepuluh) Unit Pelaksana Teknis Daerah dan 

5 (lima) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Bantu di 

Provinsi Sulawesi Utara. Salah satunya adalah Kota Tomohon. UPTD-PPD 

Tomohon dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 

13 Tahun 2011. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kota Tomohon 

terus meningkat setiap tahun, padahal Kota Tomohon masih tergolong kota 

yang baru . 

Secara kelembagaan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola 

Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon berada di bawah Badan 
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Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki tugas pokok dalam 

pelaksanaan pemungutan pajak dengan tujuan menambah pendapatan daerah. 

Untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD-PPD Kota 

Tomohon dilakukan dengan sistem terpadu, dimana ada 3 (tiga) instansi yang 

saling bekerja sama yaitu; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepolisian, 

dan Jasa Raharja. Kepolisian yang bertugas dalam pengeluaran Surat Tanda 

Nomor Kendaraan (STNK), kemudian pembayaran Sumbangan Wajib Dana 

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) pada petugas Jasa Raharja dan untuk 

Pajak Kendaraan Bermotor ditangani oleh Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda).  

Berdasarkan pada data instansi yang diperoleh penulis, realisasi 

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada bulan Januari 2021 adalah sebesar 

Rp.1.424.089.500 dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Januari 2021 pada UPTD-

PPD Tomohon 

Sumber : data instansi 

Dalam laporan ini, penulis mengambil sistem penerimaan pajak 

kendaraan bermotor karena penulis pernah terlibat dalam prosedurnya. 

No Jenis Penerimaan PKB Realisasi Januari 2021 

1. BPP/Induk Rp. 592.692.000 

2.  Online/BSG Rp. 577.478.000 

3. Mobile Rp. 253.919.500 

 Total Realisasi Penerimaan PKB Januari 2021 Rp. 1.424.089.500 
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Penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagian besar telah menggunakan satu 

sistem yang menjadi pusat informasi dan menghubungkan 3 instansi, yaitu 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Jasa Raharja, serta Kepolisian. Sehingga 

dengan adanya sistem ini, dapat mempermudah aktivitas penagihan, 

pembayaran, dan penerimaan pajak. Alasan lain penulis mengambil sistem 

penerimaan pajak karena penulis ingin melihat jika realisasi penerimaan mampu 

mencapai target yang diberikan oleh Provinsi. Dalam satu tahun terbagi atas 4 

(empat) triwulan untuk target penerimaan pajak, dimana untuk bulan Januari 

sampai Maret adalah triwulan pertama dengan target yaitu 15%, penulis ingin 

melihat apakah dengan sistem penerimaan yang ada, dapat menunjang untuk 

penerimaan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor demi meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian di 

atas maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktek (LKP) 

dengan judul “Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah  (UPTD-PPD) di 

Kota Tomohon”. 

1.2. Tujuan Kerja Praktek 

 Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan kerja praktek terbagi atas 2 

(dua) yaitu : 

1.2.1. Tujuan Umum 

Berikut tujuan umum yang harus dicapai penulis dalam melakukan kerja 

praktek, yaitu : 
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1. Agar mahasiswa dapat memahami, membiasakan diri serta beradaptasi 

dengan lingkungan kerja 

2. Agar mahasiswa mendapat pengalaman dalam dunia kerja secara nyata dan 

mempersiapkan diri untuk menjadi bekal saat akan masuk dalam dunia 

kerja nanti.  

1.2.2. Tujuan Khusus 

Berikut ini penulis akan menjabarkan tujuan kerja praktek secara khusus : 

1. Untuk memenuhi salah satu kewajiban akademik dalam memperoleh gelar 

sarjana akuntansi. 

2. Untuk mengetahui aktivitas dan proses kerja di Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengelola Pendapatan Daerah di Kota Tomohon 

3. Untuk mengetahui Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) 

di Kota Tomohon. 

1.3. Metode Kerja Praktek 

Metode kerja praktek adalah cara penulis mendapatkan data yang 

diperlukan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek. Berikut ini adalah beberapa 

metode yang digunakan penulis dalam memperoleh data : 

1. Observasi (Observation) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  Observasi merupakan 

peninjauan secara cermat. Observasi yakni pengamatan yang dilakukan 

secara langsung di lokasi yang diinginkan untuk pengumpulan data. 
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Penulis menggunakan observasi sebagai metode pertama untuk 

pengumpulan data yang diperlukan dan melihat langsung cara kerja serta 

proses kerja yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktek di 

UPTD-PPD Tomohon di seksi pelayanan.  

2. Wawancara (Interview) 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  wawancara merupakan 

tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan 

untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Metode 

ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak yang terlibat 

dalam sistem yang diangkat dalam Laporan Kerja Praktek ini yaitu Kepala 

Seksi Pelayanan Pajak , Bendahara Penerimaan, serta petugas lainnya 

3. Keterlibatan dalam pekerjaan (Job Involvement) 

Metode ini dilakukan dengan bekerja langsung UPTD-PPD Tomohon dan 

terlibat dalam pekerjaan yang ada di seksi pelayanan  

4. Dokumentasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dokumentasi adalah 

pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar, 

kutipan, dan bahan referensi lain).  Dalam hal ini, penulis mengumpulkan 

data-data dengan tulisan, buku, gambar dan dokumen. 

1.4. Sistematika Penulisan  

Berikut ini adalah sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek : 

BAB I : PENDAHULUAN 
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Pada bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang dari kerja 

praktek yang dilakukan penulis, tujuan kerja praktek yang di 

dalamnya  terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, metode 

kerja praktek yang digunakan penulis untuk memperoleh data, 

dan sistematika penulisan Laporan Kerja Praktek. 

BAB II : DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTEK 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek kerja praktek 

yang terdiri dari sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, 

logo perusahaan, struktur organisasi perusahaan, beserta deskripsi 

pekerjaan, dan ruang lingkup kerja perusahaan. 

BAB III : PEMBAHASAN  

Bab ini berisi penjelasan tentang kegiatan penulis lakukan dalam 

melaksanakan kerja praktek di Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelola Pendapatan Daerah di Kota Tomohon selama 10 

(sepuluh) minggu terkait sistem penerimaan pajak kendaraan 

bermotor. Bab ini juga berisi analisis umum dan khusus 

mengenai kerja praktek. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bagian penutup dari Laporan Kerja Praktek 

yakni kesimpulan yang diambil penulis, beserta saran yang 

diberikan penulis untuk UPTD-PPD Tomohon 
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BAB II 

DESKRIPSI OBJEK KERJA PRAKTEK 

2.1.  Sejarah  

Berdasarkan pada buku Profil Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara Tahun 2019, pada tahun 2000, dengan ditetapkannya Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas 

Pajak dan Pendapatan terdiri atas Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak 

Kendaraan Bermotor. Pada tahun 2003 Dinas Pajak dan Pendapatan diganti 

menjadi Dinas Pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah No 23 Tahun 2003. Saat 

itu Dinas Pendapatan disamping memiliki 5 (lima) UPTD, juga memiliki 4 

(empat) Kantor SAMSAT Pembantu yaitu Amurang, Airmadidi, Tomohon, dan 

Talaud. Kemudian pada Tahun 2008 sejak diterapkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Pendapatan 

menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Di Tahun tersebut juga Kantor SAMSAT 

Pembantu yakni Amurang, Airmadidi, dan Tomohon ditetapkan menjadi UPTD. 

Demi meningkatkan terus penerimaan dari sektor kendaraan bermotor, dengan 

cara mempermudah pelayanan pengurusan pajak dan bea kepada masyarakat, 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah membentuk 10 (sepuluh) Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah yang tersebar di 15 (lima 

belas) kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Utara. Kota Tomohon merupakan 

salah satu dari 15 (lima belas) kabupaten/kota di Sulawesi Utara, untuk itu dalam 

rangka memudahkan pemerintah mengumpulkan pajak kendaraan bermotor dari 
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Kota Tomohon,berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 

2008, maka dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD) di Kota Tomohon . UPTD-PPD Tomohon berdiri pada tahun 

2008. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah ini 

sebelumnya beralamat di Kakaskasen,Tomohon Tengah, namun pada tahun 2012 

pindah ke di Jl.Mercu Buana Walian, Tomohon Selatan dan menjadi Kantor 

UPTD-PPD Tomohon sampai sekarang ini. 

Gambar 2.1 

Gedung Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon 

  

 

Sumber : data olahan 
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2.2.  Visi dan Misi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon    

  Visi dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon adalah “Terdepan dalam pengelolaan 

Pendapatan Daerah dan Pelayanan Prima” 

   Dalam rangka pencapaian Visi, ditetapkan Misi dari UPTD-PPD Kota 

Tomohon yaitu :  

1. Dalam bidang pendapatan daerah: mengembangkan kebijakan 

pendapatan daerah yang diterima masyarakat,partisipatif, bertanggung 

jawab dan berkelanjutan; 

2. Dalam bidang pelayanan publik : mewujudkan pelayanan publik yang 

prima (excellent service) terpercaya,transparan, dan akuntabel. 

3. Dalam bidang kelembagaan: mewujudkan sumber daya manusia aparatur 

yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem 

kelembagaan yang berbasis kompetensi. 

 

2.3.  Logo Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah 

(UPTD-PPD) Kota Tomohon  

 Berikut adalah logo yang menjadi simbol dari UPTD-PPD Kota Tomohon:  
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Gambar 2.2 

Logo Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah 

(UPTD-PPD) Kota Tomohon  

 
Sumber : Data Instansi 

 

   Keterangan Umum : 

 Bentuk          : Segi Lima 

 Tata Warna   : Biru Langit, Kuning-Jingga Keemasan , Merah, dan Hijau- 

Kecoklatan 

   Lukisan : 

a. Perisai  

b. Buah pala terbuka berjumlah 8 (delapan) buah, buah cengkeh 17 (tujuh 

belas) buah, padi 45 (empat puluh lima) butir; 

c. Padi, Pala dan Cengkeh; 

d. Jagung dan Kelapa; 

e. Pita “Sulawesi Utara” 

f. Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima. 

  Makna dari Logo di atas, yaitu : 
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1. Gambar perisai yang bersudut 5 (lima) melambangkan nilai-nilai Pancasila 

yang menjadi sumber dari segala kebijakan pemerintah daerah Provinsi 

Sulawesi Utara. 

2. Angka-angka pada cengkeh 17 (tujuh belas) buah, pala 8 (delapan) buah, 

dan padi 45 (empat puluh lima) butir adalah simbol yang menunjukkan 

"Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia" yaitu 17-8-

1945; 

3. Di dalam perisai terdapat simbol biji jagung disusun melingkar berjumlah 

23 (dua puluh tiga) butir, pohon kelapa berpelepah 9 (sembilan), akar 

berjumlah 6 (enam), dan 4 (empat) tunas kelapa; semuanya melambangkan 

hari jadi Provinsi Sulawesi Utara 23 September 1964; 

4. Pita putih berbaris merah melambangkan keberanian, semangat yang 

menyala-nyala dan kecintaan kepada  Negara dan Agama; 

5. Simbol pohon kelapa, cengkeh, pala, padi, dan jagung merupakan 

tumbuhan-tumbuhan utama yang menjadi andalan perekonomian Provinsi 

Sulawesi Utara; 

6. Ruang segi lima melambangkan dasar negara Pancasila. 

Arti keseluruhan dari lambang tersebut adalah melambangkan penduduk 

Provinsi Sulawesi Utara yang dinamis dan tanah yang subur sehingga ditumbuhi 

dengan berbagai jenis tanaman yang dapat mensejahterakan dan memakmurkan 

seluruh penduduk Provinsi Sulawesi Utara. 
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2.4. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola 

Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon 

Menurut Wisnu (2019:8) struktur organisasi merupakan sistem formal 

tentang hubungan tugas dan wewenang yang mengendalikan bagaimana tiap 

individu bekerja sama dan mengelola segala sumber daya yang ada untuk 

mewujudkan tujuan organisasi. Struktur organisasi harus dimiliki oleh setiap 

perusahaan untuk menjelaskan pengelompokan,pembagian, yang menggambarkan 

rantai tanggung jawab,hubungan pekerjaan, yang dikoordinasikan secara formal. 

Berikut adalah struktur organisasi UPTD-PPD Kota Tomohon :            

           Bagan 2.1 

Struktur Organisasi UPTD-PPD Kota Tomohon 

 

 

 

  

  

 

          

 

Sumber : Data Instansi 

 

 

 

 

 

Kepala UPTD 

Selvie J.S Paat,SP.M.Si 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Sthephanus S. Nangin,S.Kom 

Kepala Seksi Pelayanan 

PKB,BBN-KB   

Hariul Proklaindo Wulus, SIP 

 

Kepala Seksi Pelayanan Sengketa 

Pajak Dan Lain-lain PAD 

Malvin Plato Tangkau, SH 
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                                            Tabel 2.1 

 Tabel 2.1 Gambaran Umum Pegawai UPTD-PPD Kota Tomohon 

No Jabatan/Pangkat Jumlah Pegawai 

1 Kepala Unit Pelaksana Teknis (K.UPTD) 1 orang 

2 Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 orang 

3 Staff Tata Usaha 10 orang 

4 Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi  1 orang 

5 Staff Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi 10 orang 

6 Kepala Seksi Pelayanan Pajak  1 orang 

7 Staff Seksi Pelayanan Pajak  9 orang 

 Jumlah 33 orang 

Sumber : Data Instansi 

2.5  Deskripsi Pekerjaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola 

Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon 

 Menurut Stone (2011:29)  job description (uraian jabatan) yaitu dokumen 

formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu jabatan 

untuk memudahkan dalam membedakan jabatan yang satu dengan yang lain 

dalam suatu organisasi. Berdasarkan pada data instansi, berikut adalah deskripsi 

pekerjaan dari UPTD-PPD Tomohon sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi 

Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara : 
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1. Kepala UPTD-PPD  

a. Penyusunan kebijakan teknis 

b. Pelaksanaan, perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, dan 

pengendalian tugas pelayanan di bidang administrasi, hukum, 

kepegawaian, dan keuangan, serta kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan pelayanan pajak kendaraan bermotor, bea 

balik nama kendaraan bermotor dan pelayanan sengketa, dan lain-

lain pendapatan asli daerah. 

c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan 

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, 

perlengkapan, keuangan, protocol, tata usaha, dan rumah tangga, serta 

penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik Negara, di 

lingkungan kantor menyelenggarakan fungsi: 

a. Mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan 

anggaran dengan objek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang 

berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

b. Menerima, mencatat, menyimpan surat dokumen serta dokumen 

lainnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku,agar 

pelaksanaan tugas berjalan lancar. 

c. Melaksanakan penatausahaan terhadap seluruh barang milik daerah 

yang diperoleh melalui beban APBD maupun perolehan lainnya 

yang sah melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu pencatatan, inventarisasi, 
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dan pelaporan sehingga pengelolaan barang milik daerah terlaksana 

dengan baik sebagaimana ketentuan yang berlaku ; dan 

d. Menyusun dan menyimpan barang milik daerah sesuai dengan 

prosedur untuk tercapainya sasaran yang diharapkan, membuat 

katalog dan mencatat dalam buku pengendalian barang milik 

daerah sesuai prosedur untuk memudahkan pengendalian barang 

milik daerah. 

3. Seksi Pelayanan Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah 

Seksi Pelayanan Sengketa Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas 

sebagai berikut: 

a. Menerima dan memeriksa data dan potensi pajak sesuai dengan 

prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut; 

b. Mempelajari data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan hasil yang diharapkan; 

c. Menata data dan potensi pajak sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, untuk mendapatkan hasil yang diharapkan; 

d. Mengkonsultasikan kendala proses penataan data dan potensi pajak 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk 

mendapatkan hasil yang diharapkan; 

e. Mengevaluasi pelaksanaan penataan data dan potensi pajak dengan 

cara membandingkan antara rencana dan pelaksanaan penataan 

data dan potensi pajak sebagai perbaikan selanjutnya; 

f. Melaksanakan kegiatan pendataan,rencana penerimaan dan 

pendapatan lain-lain; 
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g. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada atasan dan hasil sebagai 

bahan evaluasi dan tanggung jawab; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan 

4. Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB 

Seksi Pelayanan PKB dan BBN-KB memiliki tugas sebagai berikut: 

a. Menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku; 

b. Menyiapkan lembar pengantar untuk persiapan pencetakan not 

perhitungan pajak; 

c. Mencetak nota perhitungan pajak kendaraan bermotor berdasarkan 

aplikasi SAMSAT; 

d. Mengelompokkan nota perhitungan pajak menurut jenis dan 

sifatnya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

memudahkan pendistribusian; 

e. Menyortir nota perhitungan pajak yang sudah dicetak dan sudah 

terbayar dan mengelompokkan nota yang sudah terbayar dan telah 

disortir sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

f. Mendokumentasikan notice pajak sesuai dengan prosedur yang 

berlaku 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku 

sebagai bahan evaluasi dan tanggung jawab; 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPTD. 

5. Bendahara Penerimaan Pembantu 
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Memiliki fungsi untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan 

dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD 

6. Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Bendahara pengeluaran pembantu memiliki fungsi untuk menerima, 

menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan 

uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

7. Pengurus Barang 

Pengurus barang memiliki tugas sebagai berikut ; 

a. Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing-

masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berasal dari 

APBD maupun perolehan lain yang sah kedalam kartu inventaris 

barang (KIB), kartu inventaris ruangan (KIR), buku inventaris 

(BI), sesuai kodefikasi dan penggolongan barang milik daerah. 

b. Melakukan pencatatan milik daerah yang dipelihara/diperbaiki 

kedalam kartu pemeliharaan; 

c. Menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) serta 

Laporan Inventarisasi 5 (lima) Tahunan yang berada di Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada pengelola; 

d. Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak 

atau tidak dipergunakan lagi. 
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2.6 Lingkup Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon 

Berdasarkan pada data instansi, lingkup kerja utama UPTD-PPD 

Tomohon sebagai berikut : 

a. Sub Bidang Tata Usaha 

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB 

dan mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengumpul, 

menghimpun, mengelola, dan merumuskan pelaksanaan tugas teknis 

operasional, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang 

ketatausahaan. 

b. Sub Bidang Sengketa Pajak 

Dalam bidang ini, Sub Bidang Sengketa Pajak dipimpin oleh seorang 

Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala UPTD, mempunyai tugas untuk melaksanakan penagihan 

Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Wajib Pajak, dan melayani 

permohonan keberatan pajak daerah serta melakukan pembagian 

tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Sub Bidang Pelayanan PKB dan BBNKB 

Sub Bidang Pelayanan PKB dan BBNKB dipimpin oleh satu orang 

Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala UPTD yang 

menerima, mencatat, dan menyortir berkas pengajuan nota 

perhitungan pajak, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang 
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berlaku serta mendokumentasikan notice pajak serta melaporkan 

hasil pelaksanaan tugas sesuai prosedur yang berlaku sebagai bahan 

evaluasi dan pertanggung jawaban. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

3.1. Pembahasan Umum 

 Penulis melakukan Kerja Praktek selama 10 (sepuluh) minggu, yang 

dimulai pada tanggal 08 (delapan) Februari 2021 sampai 16 (enam belas) April 

2021 pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-

PPD) di Kota Tomohon. Waktu operasional kantor yaitu hari Senin sampai 

Kamis, pukul 08.00 sampai 16.30 dan selalu ditutup dengan apel sore. Sedangkan 

pada hari Jumat, dimulai pukul 07.00 pagi sampai 12.00 siang. Setiap hari Senin 

selalu diawali dengan apel pagi dan ibadat awal minggu. Sedangkan untuk di 

bagian pelayanan SAMSAT, jam operasional dimulai pukul 09.00 pagi sampai 

14.00 siang, dari hari Senin sampai Jumat. Selama penulis melakukan kerja 

praktek selama 10 (sepuluh) minggu di UPTD-PPD Tomohon, penulis 

ditempatkan di bagian seksi pelayanan pajak. Berikut adalah beberapa pekerjaan 

yang penulis lakukan selama Kerja Praktek : 

1. Mencetak Surat Tanda Setoran (STS) BPP/Induk, Mobile dan Online BSG 

Pada bagian ini penulis akan mengambil data dari Sistem Informasi 

SAMSAT Online (SISFO) terkait STS mana yang akan dicetak, dengan 

memperhatikan nomor STS dan tanggalnya.  

2. Memeriksa nomor Surat Tanda Setoran (STS) Januari 2021 serta 

mencocokkan dengan data yang ada 

Pada bagian ini penulis memeriksa kembali nomor Surat Tanda Setoran 

(STS) bulan Januari yang telah dicetak dan mencocokkan dengan data 
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yang diberikan oleh Bendahara Penerima untuk mengetahui apakah ada 

STS yang tidak cocok atau salah cetak. 

3. Mengelompokkan Surat Tanda Setoran (STS) dengan bukti setoran Bank.  

Pada bagian ini penulis mengelompokkan STS BPP/Induk , STS Mobile, 

dan Online/BSG Bersama dengan bukti atau tanda setoran dari Bank. 

4. Mengarsip Surat Tanda Setoran (STS) BPP/Induk, Mobile,dan 

Online/BSG setiap bulan.  

Pada bagian ini penulis akan mengarsip STS BPP/Induk, STS Mobile, dan 

Online/BSG di ordner berdasarkan dengan pengelompokannya. 

5. Bertugas di pelayanan bagian pendaftaran Wajib Pajak 

Pada bagian ini penulis membantu bertugas di bagian pendaftaran Wajib 

Pajak yang akan membayar pajak dengan mencatat plat nomor kendaraan 

dan nomor telepon Wajib Pajak di  Surat Pendaftaran dan Pendataan 

Kendaraan Bermotor (SPPKB) serta mencatatnya di buku beserta nomor 

seri pendaftarannya. 

6. Mencetak data Kartu Inventaris Ruangan dari Sistem Informasi 

Manajemen Daerah (SIMDA) 

Pada bagian ini, penulis membuka aplikasi SIMDA dan mencari data yang 

diperlukan yakni Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan kemudian di cetak. 

7. Mengecek dan mendata barang yang ada di ruangan-ruangan 

Pada bagian ini, penulis ditugaskan untuk mengecek serta mendata barang 

atau aset yang ada di ruangan yaitu ruangan Kepala UPTD, Kepala Tata 

Usaha, Kepala Seksi Sengketa Pajak dan Retribusi, Tata Usaha, Gudang, 

serta ruangan lainnya berdasarkan Kartu Inventaris Ruangan. 
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8. Merekapitulasi Laporan Penggunaan Notice Harian 

Pada bagian ini, penulis membantu untuk rekapitulasi penggunaan notice 

dari pihak BPP, Mobile, dan Online/BSG yakni melihat nomor notice yang 

terpakai dalam satu hari serta jumlah kendaraan roda dua dan roda empat 

yang membayar pajak. 

9. Membuat Berita Acara Penggunaan Notice Harian 

Pada bagian ini penulis membuat Berita Acara Penggunaan Notice Harian 

yakni BPP dan Mobile di Microsoft Word sesuai dengan format yang ada. 

10. Mengikuti kegiatan SAMSAT Keliling (Samling)  

Pada bagian ini penulis ikut dalam kegiatan SAMSAT Keliling yang 

dilaksanakan di Pasar Beriman Tomohon dan mengarahkan Wajib Pajak 

untuk membayar Pajak secara langsung tanpa perlu pergi ke Kantor. 

11. Memindai dan mengarsip dokumen Pajak Air Permukaan tahun 2020. 

Pada bagian ini penulis membantu memindai dokumen-dokumen PAP 

yakni SKPD, Register SKPD, Rekapitulasi Perhitungan PAP , yang akan 

dikirim ke Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah itu dokumen-dokumen 

tersebut di arsip. 

12. Mengedit data penelusuran Wajib Pajak di Microsoft Excel 

Pada bagian ini penulis mengedit data penelusuran Wajib Pajak yang 

sudah jatuh tempo untuk pajak kendaraan bermotornya berdasarkan 

kecamatan yang ada di Kota Tomohon yang datanya sudah di unduh dari 

sistem dan di pindahkan dan di edit di Microsoft Excel dan kemudian akan 

dicetak untuk dibagikan kepada pegawai sesuai dengan pembagian 

tugasnya. 
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13. Membuat daftar data kendaraan baru yang belum memiliki nomor telepon 

Pada bagian ini penulis membuat daftar data kendaraan baru yang belum 

memiliki nomor telepon dengan menginput nama Wajib Pajak dan nomor 

kendaraan di Microsoft Word dan dicetak untuk di bawa ke dealer Honda. 

14. Mengelompokan slip pembayaran pajak kendaraan baru  

Pada bagian ini, penulis membantu mengelompokan slip pembayaran 

pajak kendaraan baru yang akan digunakan dalam rekapitulasi penerimaan 

pajak harian. 

15. Memisahkan Notice pajak BPP/Induk, Mobile, dan Online/BSG  

Pada bagian ini, penulis membantu memisahkan notice pajak BPP, Mobile, 

dan Online/BSG selama tahun 2020 yang diperlukan untuk melengkapi 

dokumen yang diminta oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

16. Input data target di See SAMRAT Smart 

Pada bagian ini, penulis membantu dalam memasukkan data target 

penelusuran WP yang sudah selesai ditelusuri oleh pegawai di web See 

SAMRAT Smart. 

17. Membuat Surat Keterangan Laporan Kendaraan hilang 

Pada bagian ini, penulis ditugaskan untuk membuat Surat Keterangan 

Laporan Kendaraan Hilang sesuai dengan format yang diberikan. 

18. Mengatur kue untuk kegiatan rapat 

Pada bagian ini penulis membantu mengisi dus dengan kue untuk kegiatan 

rapat pegawai, dan membagikannya di bagian pelayanan serta 

mendokumentasikan kegiatan tersebut. 



27 
 

19. Menandatangankan Laporan Penerimaan Harian dari Jasa Raharja kepada 

Kepala UPTD dan Kepala Seksi Pelayanan 

Pada bagian ini penulis diberi tugas untuk memberikan laporan 

penerimaan harian Jasa Raharja untuk ditandatangani oleh Kepala UPTD 

dan Kepala Seksi Pelayanan kemudian memberi cap kantor dan diserahkan 

kembali ke Jasa Raharja. 

20. Ikut kegiatan labelling 

Pada bagian ini, penulis ikut dalam kegiatan labelling di Pasar Tomohon, 

mengecek kendaraan yang sudah lewat pajak dan kemudian memberikan 

label (tanda belum melunasi pajak). 

3.2. Pembahasan Khusus 

Pada bagian ini penulis akan membahas secara khusus mengenai judul 

yang penulis pilih yaitu Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) di Kota 

Tomohon. Sebelum membahas lebih jauh, berikut ini adalah pengertian sistem 

dan prosedur. 

Menurut Mulyadi (2016:4) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang 

dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok 

perusahaan. Sedangkan menurut Susanto (2013:3) sistem merupakan kumpulan 

(group) dari subsistem/bagian/komponen apapun baik fisik maupun non fisik 

yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk 

mencapai satu tujuan tertentu. 
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Menurut Mulyadi (2016:4) prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang 

dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang  

terjadi berulang – ulang.  

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem merupakan 

penggabungan beberapa komponen atau elemen atau tahapan yang membentuk 

suatu kesatuan. Sedangkan prosedur adalah serangkaian tahapan yang dilakukan  

perusahaan demi mencapai suatu tujuan tertentu. 

Berikut adalah uraian bidang yang terkait dalam prosedur: 

1. Petugas Pengisian Data 

Menerima berkas dan melakukan pengisian data Wajib Pajak yang akan 

membayar pajak. 

2. Pencatatan Registrasi 

Menerima Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor  

(SPPKB) dan berkas Wajib Pajak dan mencatat pada buku registrasi. 

3. Kepolisian  

  Menerima dan melakukan penyelidikan berkas Wajib Pajak. 

4. Jasa Raharja 

Menerima berkas dan melakukan penetapan jumlah Sumbangan Wajib 

Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

5. Petugas Penetapan 

Melakukan penetapan jumlah pajak kendaraan bermotor yang akan dibayar 

oleh Wajib Pajak. 
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6. Petugas Korektor 

Memeriksa kembali jumlah yang ditetapkan dan melakukan koreksi 

apabila tidak sesuai. 

7. Petugas Percetakan 

     Menerima bukti bayar dan menerbitkan notice pajak. 

8. Bendahara Penerimaan  

     Mencetak Surat Tanda Setoran (STS), membuat Laporan Penggunaan 

Notice, Berita Acara Penggunaan Notice dan Laporan Penerimaan Harian 

9. Kepala Seksi Pelayanan  

Menerima dan memeriksa Laporan Penggunaan Notice, Berita Acara 

Penggunaan Notice dan Laporan Penerimaan Harian untuk disetujui. 

10. Kepala UPTD 

Menerima Laporan Penggunaan Notice, Berita Acara Penggunaan Notice, 

dan Laporan Penerimaan Harian untuk disetujui.  

11. Tata Usaha 

Membuat Buku Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 

setiap bulan. 

Berikut ini adalah beberapa dokumen yang digunakan dalam menjalankan 

Sistem Penerimaan Pajak  Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis 

Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) di Kota Tomohon: 

1. Kartu Tanda Pengenal (KTP) 

Kartu Tanda Pengenal merupakan dokumen wajib sebagai syarat untuk 

melakukan pembayaran pajak 

2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 
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Merupakan salah satu dokumen yang wajib dibawa oleh Wajib Pajak 

sebagai syarat untuk melakukan pembayaran pajak 

3. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) 

Merupakan dokumen registrasi untuk pembayaran pajak kendaraan  

4. Slip Pembayaran (SP) 

Merupakan jumlah yang harus dibayarkan Wajib Pajak 

5. Slip Bukti Lunas (SBL) 

Merupakan dokumen yang membuktikan pelunasan pajak 

6. Notice Pajak (SKPD) 

Merupakan tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran yang telah 

divalidasi yang diterbitkan oleh SAMSAT. 

7. Surat Tanda Setoran (STS) 

Merupakan dokumen yang diambil dari Sistem Informasi SAMSAT 

Online (SISFO) yang berisi informasi setoran pajak yang diterima dalam 

sehari. 

8. Bukti Setoran (BS) 

Merupakan surat keterangan penerimaan pajak harian yang diterbitkan 

oleh Bank 

9. Laporan Penggunaan Notice Pajak (LPN) 

Merupakan penyampaian secara rinci akan penggunaan notice perhari baik 

dari BPP/Induk, Mobile, dan Online/BSG yang disajikan dalam bentuk 

tertulis. 

10. Berita Acara Penggunaan Notice (BAP) 
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Merupakan dokumen yang menjadi bukti sudah terlaksananya suatu 

kegiatan dalam hal ini pemakaian notice pajak beserta keterangannya. 

11. Laporan Penerimaan Harian (LPH) 

Merupakan dokumen yang berisi tentang rincian lengkap tentang 

penerimaan pajak yang didapat selama sehari. 

12. Buku Laporan Realisasi Penerimaan  (BLRP) 

Merupakan dokumen yang berisi tentang rincian lengkap tentang realisasi 

penerimaan pajak selama sebulan. 

 

3.2.1 Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) di Kota 

Tomohon 

1. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui 

BPP/Induk pada UPTD-PPD Kota Tomohon 

a. Prosedur ini dimulai ketika Wajib Pajak melakukan pendaftaran dengan 

memasukan berkas pada petugas pengisian data : 

1. KTP  

2. STNK  

Semua dokumen di atas dibawa dalam bentuk dokumen aslinya, 

Kemudian petugas pendaftaran melakukan entri dan pengecekan data 

di Sistem Informasi SAMSAT Online. 

b. Setelah itu petugas pencatatan registrasi akan mengisi Surat 

Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) 
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berdasarkan dokumen Wajib Pajak kemudian akan diserahkan pada 

pihak Kepolisian 

c. Petugas Kepolisian melakukan entry data pada Sistem Informasi 

SAMSAT Online dan melakukan penyelidikan berkas. Setelah itu 

diserahkan kepada petugas Jasa Raharja untuk ditetapkan jumlah 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). 

d. Setelah ditetapkan jumlah SWDKLLJ, berkas diserahkan ke Petugas 

Penetapan. Petugas penetapan menetapkan besaran Pajak Kendaraan 

Bermotor. Kemudian berkas diserahkan kepada korektor.  

e. Petugas korektor melakukan koreksi terhadap besaran PKB yang 

ditetapkan oleh petugas penetapan. Apabila terjadi kesalahan 

penetapan, maka petugas korektor mengembalikan berkas kepada 

petugas penetapan untuk disesuaikan. Apabila hasil penetapan sudah 

benar sesuai dengan ketentuan, maka petugas korektor mencetak slip 

pembayaran yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap. Petugas penetapan 

memberikan paraf pada slip pembayaran dan kemudian diserahkan 

pada wajib pajak beserta dengan berkas pendaftaran yang apabila 

selesai melakukan pembayaran dan pengesahan, berkas pendaftaran 

(SPPKB) dikembalikan pada petugas pendaftaran untuk di arsip. 

f. Setelah wajib pajak mendapatkan slip pembayaran, wajib pajak akan 

membayar ke kasir/Bank dengan menunjukan slip pembayaran tadi 

dan akan diproses pembayaran secara tunai sesuai dengan jumlah 

yang tertera pada slip hasil penetapan.  
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g. Setelah itu, wajib pajak menyerahkan slip bukti pelunasan kepada 

petugas pencetakan SKPD (notice pajak). Petugas pencetakan 

mencetak SKPD atau notice pajak, sebanyak 5 (lima) lembar. 

Lembar pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara, lembar 

ketiga untuk Jasa Raharja, lembar keempat untuk bendahara 

penerimaan, dan lembar terakhir di arsip di Kantor SAMSAT. 

h. Jika SKPD atau pemberitahuan pajak hilang akan dibuat duplikat, 

Wajib Pajak harus mengikuti mekanisme pengurusan PKB dengan 

melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian SPPKB lama 

dan fotokopi arsip SKPD atau pemberitahuan pajak terakhir yang 

disahkan dengan paraf Kepala Seksi Pelayanan PKB/BBNKB.  

i. Setelah tutup kas atau berakhirnya waktu pelayanan pembayaran 

pajak , petugas Bank akan mencetak  tanda bukti setoran penerimaan 

PKB melalui BPP/Induk dan mobile sebanyak 4 (empat) rangkap 

yang akan diserahkan dan ditandatangani oleh bendahara 

penerimaan. Bendahara penerimaan bertugas menerbitkan atau 

mencetak STS (Surat Tanda Setoran) sebanyak 4 (empat) rangkap. 

STS pertama akan diberikan pada Bank, STS kedua untuk bagian 

penerimaan, STS ketiga untuk bidang tata usaha (laporan bulanan), 

STS keempat untuk rekon bulanan yang akan dibawa ke Badan 

Keuangan Aset Daerah (BKAD).  Tanda bukti setoran akan 

dicocokan dengan STS. 
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j. Setelah disesuaikan STS dan tanda bukti setoran dari Bank Sulut dan 

menjadi 4 (empat) rangkap untuk diberikan pada Bank, bidang tata 

usaha,  BKAD, serta pada bendahara penerimaan. Kemudian 

Bendahara penerima mencatat rekapan STS dalam buku beserta 

dengan nomor STS perharinya sebagai catatan manual agar tidak 

terjadi kesalahan penerbitan STS berdasarkan nomor keterangan dan 

tanggalnya.  

k. Berdasarkan STS bendahara penerima pembantu akan melakukan 

rekapitulasi penggunaan notice pajak harian kemudian membuat 

laporan penggunaan notice harian beserta berita acara penggunaan 

notice harian dan selanjutnya akan dicetak untuk diparaf oleh Kepala 

Seksi Pelayanan dan Kepala UPTD.  

l. Kemudian bendahara penerima akan merekapitulasi  setiap 

penerimaan PKB baik BPP, Mobile, dan Online/BSG dapat dilihat 

pada sistem (Sistem Informasi SAMSAT Online) , dan akan di buat 

di Microsoft Excel, setelah itu akan dicetak. 

m. Bendahara penerima menyampaikan laporan penerimaan harian 

kepada Kepala Seksi Pelayanan PKB & BBNKB, dan diteruskan 

kepada Kepala UPTD untuk di paraf dan dan dicap. 

n. Kepala UPTD menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 

Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Utara 

o. Untuk laporan bulanan juga baik penggunaan notice pajak dan 

laporan realisasi  penerimaan akan dimasukkan pada bidang tata 

usaha untuk disusun menjadi buku Laporan Realisasi Penerimaan 
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Bulanan yang berisikan seluruh penerimaan pajak yang diterima 

UPTD-PPD Kota Tomohon. 

p. Setelah itu bagian tata usaha akan memberikan buku laporan 

penerimaan bulanan kepada Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara yakni di bidang pajak, bidang perencanaan 

dan pengembangan, bidang retribusi dan lain-lain, serta bidang 

pengendalian dan evaluasi, yang satunya lagi akan di arsip di UPTD-

PPD Kota Tomohon 

q. Prosedur selesai. 
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Bagan Alir 3.1 

Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui BPP/Induk pada UPTD-PPD Kota 

Tomohon 
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2. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Online/BSG 

pada UPTD-PPD Kota Tomohon 

a. Prosedur dimulai ketika Wajib Pajak  datang ke Kantor  membawa 

KTP dan STNK dan slip bukti lunas kepada petugas online/BSG 

yang telah diproses dari aplikasi e-SAMSAT atau SAMOLNAS 

(Samsat Online Nasional) dan telah dibayarkan melalui Bank/Atm 

SulutGo. 

b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen, petugas online 

menerbitkan SKPD/Notice Pajak sebanyak 5 (lima) lembar, lembar 

pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda), lembar ketiga untuk Jasa Raharja, lembar 

keempat untuk Bendahara Penerimaan, dan lembar terakhir di arsip 

di Kantor SAMSAT. 

c. Petugas online/BSG bertugas untuk mencatat penggunaan Notice 

harian, dan membuat rekapitulasi penggunaan notice, yang akan 

diserahkan kepada Bendahara Penerimaan. 

d. Bendahara penerima akan membuat laporan penggunaan notice 

harian dan laporan penerimaan harian, baik BPP/Induk, Mobile, dan 

Online/BSG. Yang kemudian akan dilaporkan kepada Kepala UPTD 

dan Kepala Seksi Pelayanan dan akan diteruskan kepada Kepala 

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. 

e. Untuk laporan bulanan juga baik penggunaan notice pajak dan 

laporan realisasi  penerimaan akan dimasukkan pada bidang tata 

usaha untuk disusun menjadi buku Laporan Realisasi Penerimaan 
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Bulanan yang berisikan seluruh penerimaan pajak yang diterima 

UPTD-PPD Tomohon.  

f. Setelah itu bagian tata usaha akan memberikan buku laporan 

penerimaan bulanan kepada Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara yakni di bidang pajak, bidang perencanaan 

dan pengembangan, bidang retribusi dan lain-lain, serta bidang 

pengendalian dan evaluasi, yang satunya lagi akan di arsip di UPTD-

PPD Tomohon 

g. Prosedur selesai
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Bagan Alir 3.2 

Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan melalui Online/BSG pada UPTD-PPD Kota Tomohon 
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3. Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Mobile 

pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah 

(UPTD-PPD) Kota Tomohon 

a. Prosedur dimulai ketika Wajib Pajak  datang ke Kantor  membawa 

KTP dan STNK dan slip bukti lunas kepada petugas mobile yang 

telah diproses dari aplikasi e-SAMSAT atau SAMOLNAS dan 

telah dibayarkan melalui Bank/Atm/m-Banking/Alfamart. 

b. Setelah menerima dan memeriksa dokumen, petugas mobile 

menerbitkan SKPD/Notice Pajak sebanyak 5 (lima) lembar, lembar 

pertama untuk Wajib Pajak, lembar kedua untuk Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Utara, lembar ketiga untuk 

Jasa Raharja, lembar keempat untuk bendahara penerimaan, dan 

lembar terakhir di arsip di Kantor SAMSAT. 

c. Petugas mobile bertugas untuk mencatat penggunaan notice harian, 

dan membuat rekapitulasi penggunaan notice, yang akan 

diserahkan kepada bendahara penerima. Bendahara penerima akan 

membuat laporan penggunaan notice harian dan  laporan 

penerimaan harian , baik BPP/Induk, Mobile, dan Online/BSG. 

Yang kemudian akan dilaporkan kepada Kepala UPTD dan Kepala 

Seksi Pelayanan dan akan diteruskan kepada Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Bendahara Penerima 

juga bertanggung jawab membuat laporan penerimaan bulanan 

yang akan disetujui oleh Kepala UPTD. 
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d. Untuk laporan bulanan juga baik penggunaan notice pajak dan 

laporan realisasi  penerimaan akan dimasukkan pada bidang tata 

usaha untuk disusun menjadi buku Laporan Realisasi Penerimaan 

Bulanan yang berisikan seluruh penerimaan pajak yang diterima 

UPTD-PPD Kota Tomohon.  

e. Setelah itu bagian tata usaha akan memberikan buku laporan 

penerimaan bulanan kepada Kantor Pusat Badan Pendapatan 

Daerah Provinsi Sulawesi Utara yakni di bidang pajak, bidang 

perencanaan dan pengembangan, bidang retribusi dan lain-lain, 

serta bidang pengendalian dan evaluasi, yang satunya lagi akan di 

arsip di UPTD-PPD Kota Tomohon 

f. Prosedur selesai. 
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3.2.2. Simbol Flowchart 

Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah Kota Tomohon menggunakan alur 

seperti yang digambarkan dari Flowchart  Simbol-simbol yang digunakan sesuai 

dengan yang digambarkan oleh Krismiaji (2015:70-72) : 

Tabel 3.1 

Keterangan Simbol Flowchart 

No. Simbol Keterangan 

1  Penghubung dalam sebuah 

halaman. Simbol ini 

menghubungkan bagan alir pada 

halaman yang sama. Penggunaan 

simbol ini adalah untuk menghindari 

terlalu banyak anak panah yang 

saling melintang atau 

membingungkan. 

2  

 
 

Dokumen. Sebuah Dokumen Atau 

Laporan Dokumen dapat Dibuat 

dengan Tangan atau Dicetak oleh 

Komputer. 

3  Dokumen Rangkap. Digambarkan 

dengan menumpuk Simbol 

Dokumen dan percetakan Nomor 

Dokumen pada bagian kiri atas. 

4  Kegiatan manual. Simbol ini 

melambangkan sebuah kegiatan 

pemrosesan yang dilaksanakan 

secara manual 

5  Pemrosesan Komputer. Sebuah 

fungsi pemrosesan yang 

dilaksanakan oleh komputer, 

biasanya menghasilkan perubahan 

terhadap data atau informasi 

6  Arus Dokumen atau Pemrosesan. 

Simbol ini menggambarkan Arah 

arus Dokumen atau Pemrosesan 
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7  Terminal. Digunakan untuk 

memulai, mengakhiri, atau titik henti 

dalam sebuah proses atau program. 

8  Keputusan. Sebuah tahap 

pembuatan keputusan; digunakan 

dalam bagan alir untuk menunjukan 

cabang alternatif cara 

9  Anotasi. Tambahan penjelasan 

deskriptif atau keterangan, atau 

catatan sebagai klasifikasi. 

10  Arsip permanen. Untuk 

menggambarkan arsip permanen 

yang merupakan tempat 

penyimpanan dokumen yang tidak 

akan diproses lagi. 

11 

              

Catatan. Menggambarkan catatan 

yang digunakan untuk mencatat data 

yang direkam sebelumnya dalam 

dokumen. 

12 

              

Penghubung pada halaman 

berbeda. Simbol ini 

menghubungkan bagan alir pada 

halaman yang berbeda 

13 

                

Uang. Simbol ini menunjukan 

adanya penyerahan atau penerimaan 

uang dalam transaksi perusahaan. 
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3.3. Analisa 

Berdasarkan pelaksanaan kerja praktek yang telah penulis lakukan di 

UPTD-PPD Kota Tomohon selama 10 (sepuluh) minggu, penulis mendapatkan 

kesempatan untuk mengetahui bagaimana dunia pekerjaan yang sebenarnya serta 

melatih diri untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan yang diberikan.  

Dalam bagian ini penulis mengemukakan bahwa Analisa terbagi atas dua 

bagian yaitu Analisa Umum dan Analisa Khusus, yakni sebagai berikut : 

1. Analisa Umum 

Dalam bagian ini penulis akan menjelaskan analisa mengenai 4 

(empat) unsur sistem pengendalian intern dan keseluruhan pekerjaan 

yang dilakukan penulis selama melakukan kerja praktek pada Kantor 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pendapatan Daerah Kota 

Tomohon. 

2. Analisa Khusus 

Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai judul yang 

diangkat penulis tentang Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) di Kota Tomohon yang terdiri dari 3 (tiga) 

prosedur yaitu Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui BPP/Induk, Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 

melalui Online/BSG, dan Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan 

Bermotor melalui Mobile. 
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3.3.1. Analisa Umum 

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan tentang analisa umum yang 

penulis dapatkan selama melaksanakan kerja praktek di Unit Pelayanan Teknis 

Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon. Selama 

melaksanakan kerja praktek penulis mendapati beberapa kelebihan pada UPTD-

PPD mulai dari tempat, UPTD-PPD Tomohon yang beralamat di Jl. Mercu Buana, 

Walian, Tomohon Selatan, Uluindano yang lokasinya mudah dijangkau karena 

berada di dekat jalan raya Tomohon. Dalam kantor UPTD-PPD Tomohon 

difasilitasi dengan berbagai peralatan untuk menunjang pegawai dalam melakukan 

aktivitas pekerjaannya yakni komputer dan laptop, mesin cetak (printer), mesin 

scanner, wifi dan alat kantor lainnya.  

Adapun fasilitas yang disediakan oleh Kantor UPTD-PPD untuk Wajib 

Pajak yaitu ruang tamu atau ruang tunggu. Di ruang tunggu terdapat meja Snack 

dan dispenser, tersedia juga kopi saset dan teh saset serta permen. Sehingga 

memberi kenyamanan bagi tamu atau Wajib Pajak yang menunggu giliran  dalam 

pengurusan pembayaran pajak. Fasilitas lain yang terdapat di ruang tunggu adalah 

adanya lemari yang berisikan buku-buku yang berisikan informasi seperti profil 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), buku mengenai Jasa Raharja, buku 

perkembangan SAMSAT dan lain-lain.  

Penerapan budaya dalam Kantor UPTD-PPD Tomohon yakni pegawai 

menggunakan seragam pakaian dinas harian (PDH) yang berwarna khaki untuk 

ASN, dan untuk THL menggunakan atasan kemeja putih dan bawahan berwarna 

khaki. Pada hari Selasa menggunakan seragam krem coklat, hari Rabu 

menggunakan putih hitam, hari Kamis menggunakan seragam batik, dan hari 
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Jumat memakai pakaian bebas rapi atau pakaian olahraga. Kemudian jam kerja 

operasional yang diterapkan yaitu absen masuk dari pukul 08.00 dan absen pulang 

pada pukul 16.30. Dengan adanya juga e-kinerja pegawai semakin disiplin dengan 

waktu, karena jika tidak melakukan absen tepat waktu akan mempengaruhi 

kehadiran pegawai. Penulis juga melihat bahwa selama melakukan kerja praktek 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) 

Tomohon bahwa semua pegawai disiplin dan teratur dalam mengikuti budaya 

dalam kantor baik dalam penggunaan seragam serta jam kerja operasional.  

Selama penulis melakukan kerja praktek, penulis mengumpulkan data 

dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan keterlibatan dalam 

pekerjaan. Penulis juga melakukan analisa berdasarkan unsur dalam pengendalian 

intern. Menurut Mulyadi (2016:130) empat unsur pokok sistem pengendalian 

intern adalah sebagai berikut : 

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional 

secara tegas. 

Pada UPTD-PPD Tomohon, struktur organisasinya sudah terbagi 

dengan jelas sesuai dengan tugas tanggung jawab fungsional. Setiap 

seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi, dan Kepala Seksi 

mengkoordinir dan mengontrol setiap anggotanya dalam seksi bidang 

masing-masing. Pemisahan tanggung jawab sangat jelas dari atasan 

sampai bawahan dapat dilihat dengan adanya pembagian seksi dan 

Kepala Seksi pada bidangnya masing-masing. Struktur organisasi 

UPTD-PPD Kota Tomohon telah diatur dalam Peraturan Daerah 

Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
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Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 

Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 

sehingga bisa diketahui bahwa pemisahan tugas dan tanggung jawab 

setiap pegawai sangat jelas.  

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan 

perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan 

biaya. 

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa semua sistem dan prosedur yang 

terjadi dalam UPTD-PPD Kota Tomohon sudah berjalan dengan baik . 

Setiap pegawai menjalankan tugas yang diberikan sesuai dengan 

prosedur yang ditetapkan. Salah satunya dengan meminta persetujuan 

dari Kepala UPTD, seperti saat melakukan penelusuran dan labelling 

harus meminta izin terlebih dahulu dan membuat surat tugas, kemudian 

kegiatan penelusuran dan labelling Wajib Pajak bisa dilakukan . 

3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit  

organisasi. 

Penulis melihat bahwa unsur ini telah dijalankan dengan baik, setiap 

seksi yang ada di UPTD-PPD Kota Tomohon telah menjalankan tugas 

dan fungsinya sesuai dengan seksi yang ditempatkan baik seksi 

penagihan pajak dan retribusi, seksi tata usaha, maupun seksi 

pelayanan. Seperti apabila ada pergantian posisi pekerjaan yakni 

pegawai yang dulunya sebagai pengurus barang kemudian dipindahkan 

sebagai bendahara penerima pembantu di seksi pelayanan, pegawai 

tersebut mampu untuk menyesuaikan diri dalam fungsi dan tanggung 
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jawab yang baru. Disamping itu, setiap pegawai juga memiliki tugas 

untuk melakukan labelling dan penelusuran Wajib Pajak dengan target 

yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda), penulis mengamati bahwa setiap pegawai mampu untuk 

mencapai target perbulan yang ditentukan dan tidak mempengaruhi 

tugas dan fungsi utama.  

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya 

Dalam unsur ini, penulis melihat bahwa mutu pegawai sudah sesuai 

dengan tanggung jawabnya, yaitu pejabat struktural yang dimulai dari 

Kepala UPTD dan Kepala Seksi di setiap bidang, kemudian ASN 

(Aparatur Sipil Negara) yang juga memiliki tingkatan golongan, serta 

THL (Tenaga Harian Lepas). Sehingga dapat dilihat bahwa semakin 

tinggi tingkatan golongan atau jenjang Pendidikan pegawai maka 

semakin tinggi pula jabatan dan tanggung jawab pegawai. Penulis juga 

melihat adanya evaluasi kinerja serta pelatihan yang dilakukan baik 

untuk Kepala Seksi sampai dengan staf pegawainya, yang biasanya 

diselenggarakan oleh Kantor Pusat Badan Pendapatan Daerah 

(Bapenda) untuk diikuti sesuai dengan kategori yang ditentukan. 

Sehingga hal ini dapat memberikan dorongan bagi seluruh pegawai 

untuk lebih bertanggung jawab dalam setiap tugas yang diberikan serta 

dapat mengembangkan kualitas kerja pegawai. 

 Berdasarkan 4 (empat) unsur sistem pengendalian intern yang 

dikemukakan oleh Mulyadi, UPTD-PPD Tomohon sudah dilaksanakan dengan 

baik. Namun, penulis mengamati bahwa adanya kendala dalam pelaksanaan tugas 
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seperti keterlambatan pemasukan berkas dari satu pihak sehingga membuat pihak 

yang lain harus menunggu, kendala lain yaitu seringkali pegawai harus bergantian 

untuk memakai komputer atau mesin pencetak. 

3.3.2. Analisa Khusus 

Dalam bagian ini, penulis akan membahas secara khusus mengenai Sistem 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon selama 10 (sepuluh) 

minggu. Selama kerja praktek, penulis terlibat secara khusus dalam seksi 

pelayanan bagian penerimaan, untuk itu pada analisa khusus ini, penulis akan 

membahas dan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat 

penulis yakni Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Pengelola Pendapatan Daerah (UPTD-PPD) di Kota Tomohon. 

Sistem Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terdapat tiga prosedur di dalamnya 

yaitu Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui BPP/Induk , 

Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Mobile, dan Prosedur 

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui Online/BSG.  

Menurut penulis, Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui 

melalui BPP/Induk, Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui 

melalui Mobile, dan Prosedur Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor melalui 

Online/BSG sudah dijalankan dengan baik. Penulis melihat bahwa dengan 

bertambahnya metode pemungutan pajak secara online yaitu Online/BSG dan 

Mobile semakin mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak. Ada 2 (dua) 

aplikasi yang digunakan untuk membayar pajak tahunan online E-SAMSAT 

(SAMSAT Mobile Sulawesi Utara) dan SAMOLNAS (SAMSAT Online 
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Nasional) yang dapat diunduh oleh wajib pajak di Google Play Store. Aplikasi ini 

dapat memudahkan wajib pajak dalam pengecekan info pajak kendaraan bermotor 

secara mudah,cepat,dan transparan, kapan dan dimanapun bisa. Dengan 

menggunakan sistem ini, wajib pajak bisa mendapatkan jumlah bayar dan kode 

bayar yang kemudian akan melakukan transaksi pembayaran melalui teller Bank 

SulutGo atau Atm, M-Banking, dan retail Alfamart terdekat. Sehingga tidak perlu 

lagi untuk mendaftar dan mengantri di kantor SAMSAT dan tinggal menukarkan 

bukti pembayaran pada petugas mobile atau petugas online untuk diproses dan 

diterbitkan notice pajak. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor secara 

online lewat aplikasi hanya dapat digunakan untuk membayar pajak tahunan saja. 

Sistem informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh Badan Pendapatan 

Daerah (Bapenda) untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Pendapatan 

Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon telah terkomputerisasi dan dijalankan secara 

online yaitu Sistem Informasi SAMSAT Online. Sistem informasi SAMSAT 

Online  ini juga mencakup seluruh UPTD-PPD Provinsi Sulawesi Utara dengan 

berbasis e-SAMSAT yang bekerja sama dengan Bank. Untuk mengakses 

Informasi SAMSAT Online di UPTD-PPD Kota Tomohon dibantu dengan 

jaringan LAN (Local Area Network). Jaringan LAN berfungsi untuk 

menghubungkan beberapa komputer dalam ruang lingkup kecil yakni lingkungan 

kantor. Pada dasarnya, konektivitas LAN menggunakan komputer server dan 

komputer client yang saling terhubung, dan tiap komputer dapat saling berbagi 

file melalui sambungan yang dimiliki yaitu melalui kabel UTP (Unshielded 

Twisted Pair). Jadi, ada satu komputer yang terhubung dengan server pusat, dan 

kabel UTP akan menghubungkan komputer-komputer yang lain dengan server 
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yang sama.  Untuk Sistem Informasi SAMSAT Online ini hanya bisa diakses oleh 

SAMSAT. Adanya pengelolaan berbasis teknologi menunjukkan bahwa sistem ini 

menunjang SAMSAT untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan Bermotor 

(PKB), rangkaian penerimaan pajak atau pemungutan pajak bisa dilihat melalui 

sistem ini. Tentunya dengan adanya sistem informasi ini, semakin memudahkan 

pekerjaan pegawai.  

Proses penerimaan pajak sudah terkendali dengan baik mulai dari proses 

pendaftaran, penetapan penerimaan sampai dengan proses pelaporannya. 

Pelaksanaan tanggung jawab dan manajemen di dalam menjalankan tugas sudah 

terkoordinasi dengan baik, seperti pemasukan rekapan penggunaan notice secara 

manual dari petugas online dan petugas mobile kepada bendahara penerimaan 

yang kemudian akan dibuatkan laporan dan akan dilaporkan pada Kepala UPTD. 

Namun penulis melihat bahwa masih adanya kendala dalam proses 

penerimaan seperti terjadinya gangguan terhadap sistem sehingga tidak bisa 

mencetak Surat Tanda Setoran (STS) atau menarik data yang diperlukan untuk 

pembuatan laporan penerimaan harian dari Sistem Informasi SAMSAT Online. 

Kendala lainnya disebabkan karena pemadaman listrik yang membuat kegiatan 

terganggu dan harus menunggu untuk listrik kembali menyala. Generator yang 

dimiliki kantor daya listriknya kurang memadai sebagai cadangan listrik yang 

akan digunakan pada kantor.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1.Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dan analisa yang 

telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan empat unsur pokok yang harus dipenuhi dalam sistem 

pengendalian intern yang telah dibahas dalam analisa umum, UPTD-

PPD Kota Tomohon sudah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian 

internal dengan baik. Pada UPTD-PPD sudah terdapat struktur 

organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara jelas. 

Pemisahan tanggung jawab sangat jelas dari atasan sampai bawahan 

dapat dilihat dengan adanya pembagian seksi dan Kepala Seksi pada 

bidangnya masing-masing. Semua sistem dan prosedur yang terjadi di 

UPTD-PPD semua sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari setiap 

pegawainya dalam menjalankan tugas yang diberikan telah sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan, serta jabatan pegawai juga 

ditetapkan sesuai mutu pegawainya. 

2. Secara umum lingkungan kerja UPTD-PPD Tomohon sudah baik, 

kedisiplinan untuk datang tepat waktu apalagi dengan adanya e-

kinerja, kemudian jam istirahat yang cukup, cara berpakaian yang rapi, 

teknologi yang disediakan cukup memadai, dan pelayanan yang 

diberikan sudah baik, antara kepala seksi dan staf pegawai juga 

mempunyai hubungan yang baik dalam berkomunikasi.  
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3. Sistem penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD-PPD Kota 

Tomohon telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur-

prosedur yang ditentukan. Prosedur Penerimaan Pajak melalui melalui 

BPP/Induk, Prosedur Penerimaan Pajak melalui melalui Mobile, dan 

Prosedur Penerimaan Pajak melalui Online/BSG sudah dijalankan 

dengan baik dan dengan bertambahnya metode pembayaran pajak 

secara online (Online/BSG dan Mobile) melalui aplikasi yaitu e-

SAMSAT (SAMSAT Mobile Sulawesi Utara) dan SAMOLNAS 

(SAMSAT Online Nasional), semakin mempermudah Wajib Pajak 

untuk membayar pajak. Dengan adanya aplikasi ini memudahkan 

Wajib Pajak dalam mendapatkan informasi biaya pajak kendaraan 

bermotor beserta kode bayar, sehingga tinggal dibayarkan bisa lewat 

teller Bank, Atm, atau m-Banking dan Alfamart. 

4. Sistem informasi dan komunikasi yang ditetapkan oleh Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) telah dijalankan secara online yang 

dinamakan Sistem Informasi SAMSAT Online (SISFO) yang dapat 

membantu SAMSAT untuk melakukan pengecekan Pajak Kendaraan 

Bermotor (PKB), rangkaian penerimaan pajak atau pemungutan pajak 

bisa dilihat melalui sistem ini. Untuk mengakses Informasi SAMSAT 

Online di UPTD-PPD Kota Tomohon dibantu dengan jaringan LAN 

yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dalam ruang 

lingkup kecil yakni lingkungan kantor. 

5. Kualitas jaringan berperan penting dalam pelaksanaan pekerjaan yang 

dilakukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Pendapatan 
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Daerah (UPTD-PPD) Kota Tomohon karena  penarikan data harus 

terhubung pada server. 

4.2.Saran 

Berikut ini merupakan saran yang diberikan penulis untuk dapat 

dipertimbangkan: 

1. Penambahan fasilitas kantor seperti komputer, mesin cetak, dan 

generator juga penting, karena penulis melihat bahwa pegawai sering 

bergantian memakai beberapa komputer baik untuk penginputan dan 

penarikan data maupun pencetakan dokumen. Kemudian generator 

perlu ditambah sebagai penunjang/backup saat pemadaman listrik. 

Dengan peningkatan fasilitas tersebut dapat membantu memperlancar 

pekerjaan pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. 

2. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, diharapkan e-kinerja 

dapat menjadi motivasi untuk menambah sikap kedisiplinan waktu 

dari pegawai. 

3. Sosialisasi pembayaran pajak kendaraan secara online perlu dilakukan 

agar supaya masyarakat bisa mengetahui cara dan prosedur dalam 

penggunaan aplikasi e-SAMSAT (SAMSAT Mobile Sulawesi Utara) 

dan SAMOLNAS (SAMSAT Online Nasional) serta bisa 

mempengaruhi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan 

menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak 

kendaraan bermotor melalui program ini. 
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4. Sebaiknya dilakukan pemeriksaan rutin  terhadap kabel-kabel UTP di 

setiap komputer sehingga melalui jaringan LAN, server Sistem 

Informasi SAMSAT Online dapat diakses dengan baik dan tidak ada 

kendala seperti tidak menerima data dari sistem karena kabel sudah 

rusak dan tidak bisa menyambungkan ke server . 

5. Sebaiknya dilakukan upgrade jaringan internet yang lebih cepat, 

sehingga mempermudah dalam mengakses server Sistem Informasi 

SAMSAT Online lebih cepat dan bisa menangani penggunaan server 

yang banyak, dimana mengakibatkan server lama terbuka dan bahkan 

membuat gangguan sistem (system error). 
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Lampiran 1. Request for Internship 
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Lampiran 2. Surat Jawaban atas  Permohonan Kerja Praktek 
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Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Kerja Praktek 
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Lampiran 4. Evaluasi Kerja Praktek 
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Lampiran 5. Daily Activity 
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Lampiran 7. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) 
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Lampiran 8. Slip Pembayaran 
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Lampiran 9. Notice Pajak 
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Lampiran 10. Bukti Setoran
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Lampiran 11. Surat Tanda Setoran (STS) 
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Lampiran 12. Laporan Penggunaan Notice Pajak 
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Lampiran 13. Laporan Penerimaan Harian 
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Lampiran 14. Buku Laporan Realisasi Penerimaan PAD perbulan 
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Lampiran 15. Foto Saat Kerja Praktek. 
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Lampiran 16. Foto Bersama Kepala UPTD dan Kepala Seksi Pelayanan PKB & 

BBN-KB 

 


